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ABSTRAK 
 
NURSAKINAH, B11111364, TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP 
KEJAHATAN PENCURIAN BAGASI PENUMPANG PESAWAT. Di 
bawah bimbingan Muhadar selaku Pembimbing I dan Nur Azisa 
selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan korban dalam 
memicu terjadinya kejahatan pencurian di bagasi pesawat dan untuk 
mengetahui dan menganalisis upaya-upaya penanggulangan yang 
dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya 
kejahatan pencurian di bagasi pesawat.  
Penelitian ini berlokasi di Polda Sul-Sel, Polsek Bandara Sultan 
Hasanuddin, dan Lost and Found Maskapai Penerbangan dan berkunjung 
ke beberapa rumah yang menjadi korban pencurian di bagasi pesawat.  
Guna mencapai tujuan di atas penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data berupa penelitian pustaka dan penelitian lapangan 
dengan melakukan wawancara dan pengamatan dan data yang terkumpul 
diolah dan dianalisis secara deskriptif. 
Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu: Pertama, Peranan 
korban dalam terjadinya kejahatan pencurian bagasi penumpang pesawat 
adalah sikap kelalaian korban dengan tidak mengoptimalkan pengamanan 
sendiri barang bagasinya dengan menggembok ataupun mengwrap 
barang bagasi, tidak mengindahkan aturan menteri tentang pelarangan 
penumpang menyimpan barang berharga kedalam bagasi pesawat, dan 
ketidakaktifan para korban untuk melaporkan kejadian pencurian yang 
mereka alami kepada pihak keplisian. Sehingga dapat memberikan 
kesempatan kepada pelaku untuk melakukan niatnya untuk melakukan 
kejahatan. Kedua, Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam 
menanggulangi tindak pidana pencurian bagasi penumpang pesawat 
terdiri dari dua bentuk yakni upaya preventif dan upaya reprensif. Dalam 
bentuk upaya preventif antara lain dengan melakukan himbauan kepada 
para penumpang agar tidak menyimpan barang berharga miliknya ke 
dalam bagasi, bekerjasama dengan pihak Angkasa Pura maupun pihak 
Maskapai dengan memberikan pengaman yang maksimal terhadap 
barang bagasi penumpang . Sedangkan dalam bentuk upaya reprensif, 
pihak kepolisian menindak lanjuti setiap laporan yang masuk dan 
menindak tegas terhadap pelaku-pelaku yang tertangkap sesuai dengan 
peraturan yang ada. 
 
vi 
 
UCAPAN TERIMA KASIH 
 
 Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu 
melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-NYA kepada kita semua. 
Shalawat dan taslim  tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah 
Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seuruh alam. 
 Suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis dengan selesainya tugas 
akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak 
Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan 
hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis 
dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini. 
Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada pihak yang telah mendampingi Penulis, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang telah 
ditargetkan. Terkhusus kepada Ayahanda, Bahar, S.H. dan Ibunda Dra 
Rosniati, M.Pd yang telah membesarkan penulis dengan penuh perhatian 
dan kasih sayang, yang dengan sabar dan tabah merawat dan menjaga 
penulis, menasehati, dan terus memberikan semangat, mengajarkan 
hikmah kehidupan, kerja keras dan selalu bertawakkal serta menjaga 
penulis dengan do’a yang tak pernah putus. Beliau adalah sosok orang 
tua  yang terbaik di dunia dan di akhirat. Terspesial penulis ucapkan 
terima kasih kepada  Saudaraku Nurjamilah dan Nurmalah Gita Sari 
yang selalu memberikan semangat dan do’a serta bantuan morill maupun 
materil kepada Penulis selama kuliah hingga memperoleh gelar Sarjana 
Hukum. Untuk saat ini Hanya ucapan terima kasih yang mampu penulis 
haturkan. Segala kebaikan dan jasa-jasamu akan di nilai oleh Allah Swt 
dan semoga selalu mendapatkan ridho dari-Nya. Terima kasih sudah 
menjadi saudara yang selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan 
curahan dan keluhan penulis dalam segala hal apapun.  
vii 
 
Pada akhirnya skripsi yang merupakan tugas akhir dalam 
menyelesaikan studi strata 1 ini dapat terselesaikan. Dengan segala 
keterbatasan penulis, maka terselesaikanlah skripsi dengan judul:“ 
TINJAUN VIKTIMOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN 
BAGASI PENUMPANG PESAWAT)” 
 Pada kesempatan ini, Penulis ingin menghanturkan terima kasih 
kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi 
ini terutama kepada : 
1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA, selaku Rektor 
Universitas Hasanuddin dan jajarannya. 
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H. selaku Dekan 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
3. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
4. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H. selaku Wakil 
Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
5. Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
6. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku Ketua Bagian 
Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin dan 
Jajaranya. 
7. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S Andi dan Ibu Hj. Nur 
Azisa, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Penulis. Terima kasih 
atas bimbinganya semoga suatu saat nanti penulis dapat 
membalas jasa yang  telah  kalian  berikan.  Semoga ilmu yang 
kalian berikan dapat berberkah. 
8. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H, Bapak Dr. 
Syamsuddin Muchtar,S.H.,M.H. dan Ibu Hijrah Adhyanti 
S.H,.M.H, terima kasih atas kesedianya menguji penulis, dan 
menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari kalian 
harapkan. 
viii 
 
9. Bapak Ruslan Hambali, S.H., M.H. selaku Penasihat 
Akademik (PA) Penulis. Terima kasih atas kebaikan serta 
kesedianya setiap kali Penulis berkonsultasi kartu rencana studi 
(KRS).   
10. Bapak/Ibu Dosen yang namanya tidak sempat disebutkan satu 
persatu, yaitu Bapak/Ibu Dosen pada bagian Hukum Acara, 
Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi 
Negara, Hukum  Masyarakat dan Pembangunan, Hukum 
Perdata, dan Hukum Internsional terima kasih atas ilmu yang 
telah diberikan kepada penulis, kalian adalah Dosen yang 
selalu memberikan arahan yang sangat bermanfaat bagi 
Penulis. 
11. Terima Kasih Kepada Pegawai/ Staf Akademik Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin atas bantuan dan keramahannya 
“melayani” segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan 
hingga penulisan karya ini sebagai tugas akhir.   
12. Terima Kasih Kepada Pengelolah Perpustakaan Fakultas 
Hukum Unhas. dan Perpustakaan Pusat Unhas. Terima kasih 
telah memberi waktu dan tempat selama penelitian yang 
berlangsung kurang lebih dua bulan lamanya dengan menjajal 
literatur sebagai penunjang skripsi Penulis. 
13. Terima Kasih kepada sahabat-sahabat (Gelisah), Dian 
Aggraeni Sucianti, Wahda Ningsi, Iin Saputry, Fika Faizah N.F, 
Andi Dettia Ati Cawa, Atifatul Ismi, Helvi Handayani, Virginia 
Christina, Sarah, Nita Kurniawati, Indo Padang, Rida Ariyani 
Putri Samal, Suci Febrianti, Rifka Juliani, Putri Juwita 
Permatahati, Alkisa dwi Septiani dan adikku yang paling 
perkasa Jusniati. Terima Kasih atas kebersamaannya, 
bantuannya kebahagiaan yang tak bias diukur dengan apapun. 
Tanpa kalian di fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serasa 
rumah tanpa cahaya. Semoga kita dapat menggapai cita-cita 
ix 
 
yang digantung setinggi 5 cm di atas kepala kita dan semoga 
ilmu kita dapat bermanfaat dan membawa berkah. Aamiin 
14. Terima Kasih kepada Asian Law Student's Association 
(ALSA),  sebagai organisasi tempat penulis untuk 
mendapatkan ilmu, pengalaman, keluarga, yang selalu 
memberikan kehangatan dan kebahagiaan bagi penulis. 
Semoga Alsa semakin maju dan tetap Always Be One. 
15. Terima Kasih Kepada Pengurus ALSA LC UNHAS Periode 
2012/2013, saudara- saudari penulis yang telah mengajarkan 
banyak hal dalam keorganisasian. 
16. Terima kasih kepada kanda-kanda yang selalu membagi 
ilmunya kepada penulis, kanda Muchtadin Al- Attas, S.H, , 
Kanda Ridwan Saleh S.H, Kanda Zulkifli Muchtar, S.H, 
Kanda Navira Araya Tueka, S.H, dan Kanda Dewiyanti 
Ratnasari,  S.H.  
17. Teman-teman Angkatan 2011 (MEDIASI) FH-UH, terima kasih 
telah banyak berbagi ilmu, pengalaman dan persaudaraan. 
Tidak terasa  kebersamaan kita di FH-UH berakhir, semua 
hanya terjawab oleh waktu saja. Sukses selalu untuk kita 
semua. 
18. Teman-teman KKN Reguler Angkatan 87 Unhas, khusus 
untuk Posko Desa Wollangi Kecamatan Barebbo Kabupaten 
Bone kak Eka (Kordes), kak Irvan, Randy, Isma, Indri, dan 
Irma. Terima kasih atas kerja samanya selama KKN. Kebaikan, 
keseruan dan bantuan kalian akan selalu Penulis ingat. 
Semoga kita selalu bersama sebagai saudara dan ilmu kita 
dapat berberkah. 
Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis yang sangat 
menyadari bahwah karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka 
dari itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat Penulis 
x 
 
harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepanya agar bisa 
diterima oleh semua orang yang membutuhkannya. 
 
       Makassar,   Januari 2015 
 
          Nursakinah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xi 
 
DAFTAR ISI 
 
HALAMAN JUDUL   ...................................................................................... i 
HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... ii 
PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................... iii   
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .......................................... iv 
ABSTRAK ..................................................................................................... v 
KATA PENGANTAR ..................................................................................... vi 
DAFTAR ISI   .................................................................................................    
BAB I PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah  .....................................................................   1 
B. Rumusan Masalah    ............................................................................   4 
C. Tujuan Penelitian   ...............................................................................   5 
D. Manfaat Penelitian  ..............................................................................   5 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
A. Viktimologi  ..........................................................................................   7 
1. Pengertian Viktimologi   ......................................................................   7 
2. Ruang Lingkup Viktimologi .................................................................   10 
3. Manfaat Viktimologi  ...........................................................................   12 
B. Korban   ...............................................................................................   17 
1. Pengertian Korban   ......................................................................   17 
2. Tipologi Korban .............................................................................   22 
C. Kejahatan ............................................................................................   26 
1. Pengertian Kejahatan ....................................................................   26 
2. Unsur-Unsur Kejahatan .................................................................   29 
D. Pencurian ............................................................................................   31 
1. Pengertian Pencurian  ...................................................................   31 
xii 
 
2. Jenis-jenis dan Unsur-Unsur Pencurian ........................................   31 
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan .....................................................   41 
F. Bagasi Penumpang Pesawat ...............................................................   44 
1. Pengertian Bagasi ..........................................................................   44 
2. Klasifikasi Bagasi Penumpang Pesawat ........................................   45 
BAB III METODE PENELITIAN  
A. Lokasi Penelitian  .................................................................................   47 
B. Jenis dan Sumber Data  ......................................................................   47 
C. Teknik Pengumpulan Data  .................................................................   48 
D. Analisis Data  .......................................................................................   49 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Peranan Korban Terhadap Kejahatan Pencurian Bagasi 
Penumpang Pesawat ..........................................................................   50 
B. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh aparat Penegak 
Hukum Untuk Mencegah Terjadinya Kejahatan Pencurian Bagasi 
Penumpang Pesawat ..........................................................................   60 
BAB V PENUTUP 
A. Kesimpulan .........................................................................................   65 
B. Saran ...................................................................................................   66 
DAFTAR PUSTAKA    ...................................................................................   xiii 
 
 
 
 
1 
 
 BAB I 
PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang Masalah 
  Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) perubahan 
ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya 
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang 
berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan 
(machtstaat), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum 
dasar), hukum absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai 
konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) amandemen ketiga UUD NKRI 1945, 3 
(tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu 
supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum, dan penegakan hukum 
dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Perwujudan 
hukum tersebut terdapat dalam UUD NKRI 1945 serta peraturan 
perundang-undangan dibawahnya. Negara bertujuan melindungi segenap 
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta turut memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan rakyat. 
  Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai 
ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan serta 
kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah 
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bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga 
negara Indonesia. 
  Hukum merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengatur 
masyarakat, namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat 
saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. Ada berbagai 
macam hukum yang ada di Indonesia, salah satunya adalah hukum 
pidana. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau memperhambat 
perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang 
berlaku. 
  Salah satu jenis pelanggaran dalam hukum pidana yaitu tindak 
pidana pencurian. Tindak pidana pencurian sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya 
disingkat KUHPidana), sebagai berikut :  
  “Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau 
sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan 
memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena 
pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun 
atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-”. 
  Salah satu jenis tindak pidana pencurian yang marak terjadi di 
Indonesia adalah tindak pidana pencurian bagasi pesawat. Apabila kita 
sering bepergian dengan menggunakan jasa pesawat terbang, tentunya 
kita sudah tidak asing lagi dengan urusan bagasi. Dengan dibuat dan 
disahkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 
tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dianggap mampu 
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melindungi penumpang dari kasus-kasus pencurian bagasi tersebut. 
Namun, setelah 3 tahun hadirnya peraturan menteri tersebut, ternyata 
masih banyak kasus-kasus pencurian bagasi bermunculan. Terlebih lagi 
jika hal tersebut melibatkan oknum-oknum atau pekerja dari maskapai itu 
sendiri.  
  Akhir-akhir ini sering terdengar kasus-kasus yang berhubungan 
dengan masalah bagasi, diantaranya pencurian atau pembobolan isi 
bagasi, kerusakan, tertukar, terlambat, dan mungkin salah pesawat. 
Seperti kasus yang dialami oleh Titi Yusnawati, istri Kasat I Direktorat 
Narkoba Polda Kalimantan Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Prasetyono. 
Saat itu, Titi menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan 
JT 715, dari Bandara Supadio menuju Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat 
take off sekitar pukul 16.00 WIB dan landing di Bandara Soekarno-Hatta 
sekitar pukul 18.30 WIB. Saat Titi akan mengambil tas kopernya di ruang 
tunggu bagasi, ia melihat kunci gembok sudah rusak. Titi kemudian 
membuka kopernya. Perhiasan berupa kalung, cincin dan gelang yang 
bernilai cukup besar miliknya sudah raib. Peristiwa ini pun dilaporkan ke 
pihak kepolisian Bandara Soekarno-Hatta. Belajar dari kasus tersebut, 
penumpang harus lebih waspada pada beberapa titik terlemah dari situasi 
dan kondisi bandara. Berdasarkan investigasi terhadap beberapa kasus 
kehilangan barang bawaan, ternyata didapati beberapa oknum dibandara 
yang tergabung dalam sebuah sindikat pencurian barang. Sindikat 
tersebut memanfaatkan posisi-posisi strategis seperti Loading Master 
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(pengatur berat bagasi), Portir (penjaga barang), Petugas X-Ray dan 
Petugas Kebersihan. Bagasi bermasalah sangat merugikan penumpang 
karena isinya barang berharga. Kasus pencurian atau pembobolan bagasi 
terjadi ketika para penumpang lengah saat menunggu keberangkatan 
penerbangan, dan juga di kabin pesawat. Oknum tidang 
bertanggungjawab memanfaatkan kesempatan tersebut tanpa disadari 
lingkungan sekitarnya menguras isi bagasi atau bahkan mencurinya.  
  Modus pembobolan bagasi penumpang dilakukan bervariasi antara 
lain diduga adanya kerjasama oknum petugas di area X-ray dan Porter di 
ground handling bandara melalui pembongkaran barang secara paksa, 
pencurian barang melalui jasa pengiriman kargo, keterlibatan petugas 
keamanan dan loading master (orang yang mengatur di bagasi agar 
sesuai dengan beban pesawat) dan lain sebagainya.  
  Berdasarkan uraian tersebut Penulis tertarik untuk menuangkannya 
dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Viktimologis Terhadap 
Kejahatan Pencurian Bagasi Penumpang Pesawat”. 
B.  Rumusan Masalah  
Rumusan masalah merupakan satu bagian penting didalam sebuah 
penelitaian, sebab dengan adanya rumusan masalah akan memudahkan 
penelitian untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang 
diterapkan, maka berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini, sebagai berikut : 
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1. Bagaimanakah peranan korban dalam memicu terjadinya 
kejahatan pencurian bagasi penumpang pesawat ?  
2. Bagaimanakah upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan 
oleh aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya 
kejahatan pencurian bagasi penumpang pesawat?  
C.  Tujuan Penelitian  
Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :  
1. Untuk mengetahui peranan korban dalam memicu terjadinya 
kejahatan pencurian bagasi penumpang pesawat.  
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya 
penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 
untuk mencegah terjadinya kejahatan pencurian bagasi 
penumpang pesawat.  
D.  Manfaat Penelitian  
Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mempunyai 
kegunaan yaitu : 
1. Manfaat Teoritis  
 Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan masukan 
sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literatur 
dalam dunia akademis khususnya dalam ilmu hukum pidana. 
Selain itu dapat juga dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk 
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melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan 
bagi perkembangan hukum di indonesia. Disamping itu dapat 
digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan 
perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan 
mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang 
masalah ini.  
2. Manfaat Praktis  
a. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
masukan dalam mengambil kebijakan publik terutama 
berkaitan dengan masalah korban kejahatan pencurian 
bagasi penumpang pesawat.  
b. Bagi pribadi penulis, penelitian ini merupakan langkah 
awal untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah 
satu persyaratan dalam menyelesaikan program strata 
satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
Makassar.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Viktimologi 
1. Pengertian Viktimologi 
Istilah viktimologi pertama kali digunakan oleh seorang 
pengacara di Yerussalem yang bernama B. Mendelshom pada 
tahun 1947 yang merupakan dasar bagi perkembangan viktimologi 
sejak itu, sampai viktimologi berkembang dengan pesat. Menurut 
pendapat Schafer  menyatakan, “perkembangan perhatian 
terhadap korban atau victim telah dimulai sejak abad pertengahan. 
Perhatian terhadap korban kejahatan ini kemudian merupakan 
embrio kelahiran dari suatu cabang ilmu baru yang dikenal dengan 
victimology”. (Bambang Waluyo, 2011: 14) 
  Viktimologi berasal dari bahasa latin victima yang berarti 
korban dan logos yang berati ilmu. Secara terminologis, viktimologi 
adalah suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab 
timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang 
merupakan masalah manusia suatu kenyataan sosial. (Dikdik 
M.Arief Mansur & Elisatri Gultom, 2007: 34) 
  Menurut J.E. Sahetapy (1995: 15), pengertian viktimologi 
adalah sebuah ilmu disiplin yang membahas permasalahan korban 
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dalam segala aspek, sedangkan menurut Arif Gosita Viktimologi 
adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek 
yang berkaitan dengan korban kejahatan dalam berbagai bidang 
kehidupan dan penghidupannya. 
  Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang 
mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu 
permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial 
(Arif Gosita, 1993 :40) 
Perumusan ini membawa akibat, suatu viktimisasi criminal 
harus dipahami sebagai berikut :  
1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi 
yang sebenarnya secara dimensional;  
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi 
antara fenomena yang ada dan saling memengaruhi;  
3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi 
oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat 
tertentu. (Arif Gosita, 1993 :40).  
Viktimologi mencoba memberi pemahaman, mencerahkan 
permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban 
kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka 
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menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan 
menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.  
Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang 
korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang 
menimbulkan penderitaan-penderitaan mental, fisik dan sosial. 
Viktimologi mencoba mencapai hasil-hasil praktis. Ini berarti ingin 
menyelamatkan manusia dari dan yang berada didalam bahaya. 
Viktimologi juga memberikan perhatian terhadap permasalahan 
viktimisasi yang tidak langsung. Misalnya; efek-efek sosial polusi 
industri pada setiap masyarakat terjadinya viktimisasi ekonomis, 
polotis dan sosial, setiap kali jika seorang pejabat 
menyalahgunakan fungsinya dalam pemerintahan untuk 
kepentingan pribadinya (Rena Yulia, 2010: 44). 
Pada dasarnya, perkembangan ilmu pengetahuan tentang 
korban kejahatan (viktimologi) tidak dapat dipisahkan dari lahirnya 
pemikiran-pemikiran brilian dari Hans von Hentig, seorang ahli 
kriminologi pada tahun 1941 serta Mendelsohn, pada tahun 1947. 
Pemikiran kedua ahli ini sangat memengaruhi setiap fase 
perkembangan viktimologi. (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris 
Gultom, 2007: 35) 
Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti 
sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah 
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mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga 
fase. 
Pada tahap pertama,  viktimologi hanya mempelajari korban 
kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai “penal or special 
victimology.” Sementara itu, fase kedua, viktimologi tidak mengkaji 
masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan, 
pada fase ini disebut sebagai “general victimology.” Fase ketiga, 
viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji 
permasalahaan korban karenah penyalahguanaan kekuasaan dan 
hak-hak asasi manusia, fase ini dikatakan sebagi “new viktimology.” 
(Rena Yulia, 2010: 44-45) 
  Dari pengertian di atas, tampak jelas bahwa yang menjadi 
objek pengkajian dari viktimologi, diantaranya: pihak-pihak mana 
saja yang terlibat/memengaruhi terjadinya suatu viktimisasi 
(kriminal), bagaimanakah respons terhadap suatu viktimisasi 
kriminal, faktor penyebab terjadinya viktimisasi kriminal 
bagaimanakah upaya penanggulangannya dan sebagainya. (Dikdik 
M.Arief Mansur & Elisatri Gultom, 2007: 36) 
2. Ruang Lingkup Viktimologi 
Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti : 
peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara 
pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan 
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korban dalam system peradilan pidana. (Rena Yulia, 2010: 45). 
Selain itu menurut muliadi viktimologi merupakan suatu studi yang 
bertujuan untuk : 
1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan 
korban; 
2. Berusaha untuk memberikan sebab musabab terjadinya 
viktimasi; 
3. Mengembangkan system tindakan guna mengurangi 
penderitaan manusia. (Rena Yulia, 2010: 45) 
Menurut J.E. sahetapy ruang lingkup viktimologi meliputi 
bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh 
victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, 
termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari 
korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, dalam 
perkembangannya di tahun 1985, Separovic memelopori pemikiran 
agar viktimologi khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan 
dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena 
musibah atau bencana alam karena korban bencana alam di luar 
kemauan manusia (out of man’s will). (Dikdik M.Arief Mansur dan 
Elisatris Gultom, 2007: 43-44) 
Objek studi atau ruang lingkup perhatian Viktimologi menurut 
(Arif Gosita, 1993: 40-41)  adalah sebagai berikut:  
1. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas  
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2. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal  
3. Para pesrta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi 
suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas. Seperti para 
korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, 
polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya.  
4. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal  
5. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal: argumentasi 
kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau 
viktimologi, usaha-usaha prevensi, represi, tindak lanjut 
(ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang 
berkaitan.  
6. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.  
Ruang lingkup perhatian atau objek studi Viktimologi dan 
Kriminologi dapat dikatakan adalah sama. Yang berbeda adalah 
titik total pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi 
kriminal. Yaitu, Viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan 
Kriminologi dari sudut pihak pelaku. Dua-duanya, objek studinya 
adalah sama, yaitu koban dan pelaku. Masing-masing merupakan 
komponen-komponen suatu interaksi (mutlak), yang hasil 
interaksinya adalah suatu viktimitasi criminal atau kriminalitas. (Arif 
Gosita, 1993: 41) 
3. Manfaat Viktimologi 
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Manfaat yang di peroleh dengan mempelajari ilmu 
pengetahuan merupakan factor yang paling penting dalam 
kerangka pengembanganilmu itu sendiri. Dengan demikian manfaat 
yang dapat diperoleh dari suatu ilmu pengetahuan dalam 
pengembangannya tidak memberikan manfaat baik sifatnya praktis 
maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari 
dan dikembangkan. Hal ini yang sama akan dirasakan pula pada 
saat mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, 
diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh. (Rena Yulia, 
2010: 37)  
Setelah memahami bagaimana awal perkembangan 
keilmuan viktimologi, maka tahap berikutnya perlu kita mengetahui 
bagaimana manfaat keilmuan viktimologi sebagai bahan pemikiran 
dan pemahaman dalam upaya perlindungan terhadap korban, yang 
mana hal ini ditunjukan bagi calon penegak hukum (mahasiswa) 
atau bahkan bagi penegak hukum itu sendiri (praktisi, polisi, hakim, 
jaksa) bahkan pembuat kebijakan.  
Arif Gosita (1993 : 41-43), merumuskan beberapa manfaat 
Viktimologi sebagai berikut:  
1) Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan 
yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi bagi 
mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. 
14 
 
Akibat dari pemahaman ini maka akan diciptakan 
pengertian-pengertian, etiologi kriminal dan konsepsi-
konsepsi mengenai usaha-usahayang preventif, represif 
dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi 
permasalahan viktimisasi criminal di berbagai bidang 
kehidupan dan penghidupan;  
2) Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti 
lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang 
menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. 
Tujuannya, tidaklah untuk menyanjung (eulogize) korban, 
tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan 
mengenai kedudukan dan peran korban serta 
hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. 
Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka 
mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai 
macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan 
meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat 
langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu 
viktimisasi;  
3)  Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu 
mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui 
mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan 
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kehidupan, pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang 
penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban 
struktural atau non struktural.  
4)  Viktimologi juga memperhatikan permasalahan 
viktimisasi yang tidak langsung, misalnya : efek politik 
pada penduduk “dunia ketiga” akibat penyuapan oleh 
suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada 
setiap orang akibat polusi industry, tejadinya viktimisasi 
ekonomi, politik dan sosial setiap kali seorang pejabat 
menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk 
keuntungan sendiri;  
5) Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah 
penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat-pendapat 
viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan 
peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku 
kriminal. Mempelajari korban dari dandalam proses 
peradilan criminal, merupakan juga studimengenai hak 
dan kewajiban asasi manusia. (Arif Gosita, 1993: 41-43) 
Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga 
hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban, yaitu: 
1. Manfaat yang berkenan dengan usaha membela hak-hak 
korban dan perlindungan hokum; 
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2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran 
korban dalam suatu tindak pidana; 
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan 
terjadinya korban. (Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 
2007: 65) 
Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban 
sebagai dasar sebab musabab terjadinya kriminalitas dan mencari 
kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan dalam usaha 
mengerti akan permasalahan kejahatan, delikuensi dan deviasi 
sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional. (Rena 
Yulia, 2010: 39)  
Lebih spesifik lagi menurut Dikdik M.Arief Mansur dan 
Elisatris Gultom (2007 : 66-67) memberikan gambaran manfaat 
bagi pihak penegak hukum, sebagai berikut ;  
Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam 
upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi akan mudah 
diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya kejahatan, 
seberapa besar peranan korban pada terjadinya kejahatan, 
bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku 
dalam menjalankan aksinya serta aspek-aspek lainnya yang terkait.  
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Bagi Kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan 
perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan 
sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya 
tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam 
praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu 
terjadinya kejahatan.  
Bagi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi 
dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut 
memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah 
kejahatan atau tindak pidana, sehingga apa yang menjadi harapan 
dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkritisasi 
dalam putusan hakim.  
Akhirnya, viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman 
dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/perundang-
undangan yang selama ini terkesan kurang memerhatikan aspek 
perlindungan korban. 
B. Korban 
1. Pengertian Korban 
Dikaji dari perspektif ilmu viktimologi, definisi korban dapat 
diklasifikasikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas 
korban diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan 
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akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (penal) 
maupun diluar hukum pidana (non penal) atau dapat juga termasuk 
korban penyalahgunaan kekuasaan (victim abuse of power). 
Sedangkan pengertian korban dalam artian sempit dapat diartikan 
sebagai victim of crime yaitu korban kejahatan yang diatur dalam 
ketentuan hukum pidana.  
Secara global dan representative, pengrtian korban 
kejahatan terdapat pada angka 1 “Declaration of basic principles of 
justice for victims of crime and abuse of power” tanggal 6 
September 1985 yang menegaskan (lilik Mulyadi, 2007: 120), 
bahwa: 
“Victims means persons who, individually or collectively, 
have suffered harm, including physical or mental injury, 
emotional suffering, economic loss or substansial impairment 
of their fundamental right, trought acts or omissions that are 
in violation of criminal laws operative within member state, 
including those laws proscribing criminal abuse power” 
Definisi korban secara yuridis adalah dalam Pasal 1 angka 3  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas 
Undang-undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban yang menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi 
yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan 
tersebut yang disebut korban adalah:  
1. Setiap orang,  
19 
 
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau  
3. Kerugian ekonomi,  
4. Akibat tindak pidana. 
Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh 
para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional, 
dan undang-undang, sebagian diantaranya adalah sebagai berikut:  
a. Arif Gosita (Dikdik M.Arief Mansur & Elisatri Gultom, 2007: 46) 
Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita 
jasmani dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang 
mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain 
yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak 
dirugikan.  
b. Muladi (Dikdik M.Arief Mansur & Elisatri Gultom, 2007:47) 
Korban (victim) orang yang baik secara individual 
maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian 
fisik ataupun mental, emosional, ekonomi, atau gangguan 
substansial terhdap hak-haknya yang fundamental, melalui 
perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di 
masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. 
c. Barda Nawawi Arief (Muhadar, 2013: 18) 
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Korban ialah orang-orang, baik secara individual maupun 
kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak 
berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu 
Negara, termasuk peraturan-peraturan yang melanggar 
penyalahgunaan kekuasaan.  
Selain itu korban termasuk juga orang-orang yang 
menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) 
walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum 
pidana nasional berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran 
menurut norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara 
internasional.  
Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang 
Pengahapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, korban 
adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman 
kekerasan dalam lingkup rumah tangga. 
Di Undang-undang No 27 Tahun 2004 Tentang Komisi 
Kebenaran dan Rekonsilisi, korban adalah orang perseorangan 
atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, 
mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami 
pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, 
sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, 
termasuk korban adalah ahli warisnya.  
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Dalam Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2002 tentang 
Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam 
pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, korban adalah 
perseorangan atau kelompok orang yang mengalami 
penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari 
ancaman, gangguan , teror dan kekerasan dari pihak manapun. 
Mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, 
dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang 
perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita 
akibat dari perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan 
bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk 
didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari 
korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika 
membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk 
mencegah viktimisasi (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris 
Gultom, 2007: 43).  
Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang 
sangat luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang 
secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, 
korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang 
dimaksud dengan akibat penimbulan korban adalah sikap atau 
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tindakan dan atau pihak pelaku serta mereka yang secara 
langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan 
(Rena Yulia, 2010: 43). 
Pengertian korban kejahatan berkaitan erat dengan sifat 
kejahatan itu sendiri. Korban kejahatan pada mulanya hanya 
diartikan sebagai korban kejahatan yang bersifat konvensional, 
misalnya pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, dan 
pencurian. Kemudian diperluas pengertiannya menjadi 
kejahatan yang bersifat non konvensional seperti: terorisme, 
pembajakan, perdagangan narkotika, kejahatan terorganisir, 
kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity), 
penyalahgunaan kekuasaan dan lain-lain. 
2. Tipologi Korban 
Tipologi kejahatan dimensinya dapat ditinjau dari dua perspektif 
(Lilik Mulyadi, 2007: 124-125), yaitu:  
1. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam 
terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka Ezzal 
Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:  
a. Nonparticipating victims adalah mereka yang tidak 
menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak 
turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;  
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b. Latent or predisposed victims mereka yang mempunyai 
karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran 
tertentu;  
c. Propocative victims adalah mereka yang menimbulkan 
kejahatan atau pemicu kejahatan;  
d. Participating victims adalah mereka yang tidak menyadari 
atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya 
menjadi korban;  
e. False victims adalah mereka yang menjadi korban karena 
dirinya sendiri.  
2. Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri, 
Stephan Schaver mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh 
bentuk, yakni sebagai berikut:  
a. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan 
dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang 
potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya 
berada dipihak korban.  
b. Provocative victims adalah korban yang disebabkan peranan 
korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari 
aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku 
secara bersama-sama.  
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c. Participating victims adalah hakikatnya perbuatan korban 
tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan 
kejahatan. Misalnya mengambil uang di Bank dengan jumlah 
besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan 
tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. 
Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada 
pelaku.  
d. Biologically weak victims adalah kejahatan disebabkan 
adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan 
manusia lanjut usia merupakan potensial korban kejahatan. 
Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada 
atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi 
perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.  
e. Social weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan 
oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan 
dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, 
pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada 
penjahat atau masyarakat.  
f. Selfvictimizing victims adalah korban kejahatan yang 
dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa 
korban. Pertanggungjawaban sepenuhnya terletak pada 
korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.  
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g. Political victims adalah korban karena lawan politiknya. 
Secara sosiologis, korban ini tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan 
konstelasi politik.  
Selain pengelompokan diatas, masih ada pengelompokan 
tipologi korban menurut Selling dan Wolfang (Dikdik M.Arief Mansur 
dan Elisatris Gultom, 2007: 49), yaitu sebagai berikut:  
a. Primary victimization, yang dimaksud adalah korban 
individual. Jadi korbannya adalah orang perorangan 
(bukan kelompok);  
b. Secondary victimization, yang menjadi korban adalah 
kelompok, misalnya badan hukum;  
c. Tertiary victimization, yang menjadi korban adalah 
masyarakat luas;  
d. Mutual Victimization, si pelaku sendiri, misalnya 
pelacuran, perzinahan, dan narkotika;  
e. No Victimization, yang dimaksud bukan berarti tidak ada 
korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui. 
Misalnya, konsumen yang tertipu dalam menggunkan 
suatu hasil karya 
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C. Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan 
Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang 
bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan 
suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat di tentang oleh 
masyarakat dan paling tidak disuka oleh rakyat. 
Dalam kamus besar bahasa indonesia (halaman 34), 
kejahatan merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai 
dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum 
tertulis (hukum pidana). 
Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri, tidak terdapat 
kesatuan pendapat diantara para sarjana. R. Soesilo membedakan 
pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan 
secara sosiologis. (Syahruddin Husein, 2003: 1) 
“Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu 
perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-
Undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud 
dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang 
selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan 
masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, 
ketentraman dan ketertiban”. 
Menurut A. S. Alam (2010: 16) definisi kejahatan dapat 
dilihat dari dua sudut pandang yaitu :  
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a. Kejahatan dari sudut pandang hukum (a crime from the 
legal point of view). Batasan kejahatan dari sudut 
pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar 
hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan 
sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam 
perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai 
perbuatan yang bukan kejahatan.  
b. Kejahatan dari sudut pandang masyarakat (a crime from 
the sociological point of view). Batasan kejahatan dari 
sudut pandang ini adalah : setiap perbuatan yang 
melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam 
masyarakat. Contohnya bila seorang muslim meminum 
minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan 
dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat islam 
dan namun dari sudut pandang hukum bukan lah 
kejahatan.  
Adapun pendapat dari para ahli mengenai pengertian 
kejahatan, (Syahruddin Husein, 2003: 2-3) sebagai berikut :  
 
1. J.M. Bemmelem memandang kejahatan sebagai suatu 
tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, 
ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam 
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masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk 
menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan 
hukuman kepada penjahat.  
2. M.A. Elliot mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu 
problem dalam masyarakat modem atau tingkah laku 
yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi 
hukurnan penjara, hukuman mati dan hukuman denda 
dan seterusnya.  
3. W.A. Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah 
perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh 
tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian 
penderitaan.  
4. Paul Moedikdo Moeliono kejahatan adalah perbuatan 
pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut 
ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang 
merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh 
dibiarkan (negara bertindak).  
5. J.E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro dalam 
bukunya “Paradoks Dalam Kriminologi” menyatakan 
bahwa, kejahatan mengandung konotasi tertentu, 
merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, 
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mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian 
dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun 
pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau 
minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti 
sosial, suatu pemerkosaan terhadap skala nilai sosial dan 
atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat 
sesuai dengan ruang dan waktu.  
6. Van Bemmelen merumuskan bahwa kejahatan adalah 
tiap kelakuan bersifat tidak susila dan merugikan, yang 
menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam 
suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu 
berhak untuk mencelannya dan menyatakan 
penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa 
dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. 
2. Unsur-Unsur Kejahatan 
Menurut Sutherland, (A.S. Alam, 2010: 18) untuk menyebut 
suatu perbuatan sebagai kejahatan, ada tujuh unsur pokok yang 
saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut 
adalah:  
a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm)  
b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di Dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
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c. Harus ada perbuatan (criminal act)  
d. Harus ada maksud jahat (criminal intent = means rea)  
e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.  
f. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur 
dalam KUHP dengan perbuatan.  
g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbutan 
tersebut. Masalah kejahatan bukanlah hal baru, 
meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi 
modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di kota-
kota besar semakin menigkat, bahkan di beberapa 
daerahdan sampai ke kota-kota kecil.  
Sekalipun perumusan kajahatan sangat beragam namun 
pada intinya memiliki kesamaan unsur, dengan mengacau pada 
pendapat Kimball (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 
2007: 57), unsur-unsur (elemen) kejahatan itu adalah :  
a. An actor  
b. With a guilty mind (mens rea)  
c. Who cause  
d. Harm  
e. In particular way or setting, and  
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f. A lawmaker who has decreed that these circumstansces 
expose the actor to imposition of fine, imprisonment, or 
death as a penalty.  
D. Pencurian 
1. Pengertian pencurian 
Menurut Poerwardarminta: 
“Pencurian berasal dari kata dasar curi yang berarti 
sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah 
orang yang melakukan kejahatan pencurian. dengan 
demikian pengertian pencurian adalah orang yang 
mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau 
diam-diam dengan jalan yang tidak sah.” 
Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak 
pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta 
kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB 
XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Pasal 362 
(R. Soesilo, 1996:249) : 
“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya 
atausebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk 
memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian 
dengan, pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana 
denda paling banyak Rp. 900”.  
 
2. Jenis-jenis dan Unsur-unsur pencurian 
Dalam KUHPidana dijelaskan ada beberapa jenis macam 
tidak pidana pencurian, antara lain :  
1) Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHPidana)  
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 Pencurian biasa ini terdapat didalam UU pidana yang 
dirumuskan dalam pasal 362 KUHPidana yang berbunyi : 
”Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki 
barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri 
dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda 
sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah”.  
 Berdasarkan uraian di atas, unsur-unsur tindak pidana 
pencurian biasa adalah :  
a) Perbuatan mengambil  
b) Barang yang diambil  
c) Barang milik yang dicuri harus seluruhnya atau sebagian milik 
orang lain  
d) Tujuan memiliki barang secara melawan hukum  
 Menurut R. Soesilo (Kitab Undang-Udang Hukum Pidana, 
1996 :249) menjelaskan unsur-unsur pencurian biasa yaitu 
sebagai berikut : 
1) Elemen-elemen pencurian biasa sebagai berikut: 
 Perbuatan “mengambil” 
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 Yang diambil harus “sesuatu barang” 
 Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan 
orang lain” 
 Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk 
“memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” (melawan 
hak). 
2) “Mengambil” = mengambil untuk dikuasainya, maksudnya 
waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum 
ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu 
barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini 
bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372 
KUHPidana). Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat 
dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah 
tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan 
belum berpidah tempat, maka orang itu belum dapat 
dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru “mencoba”     
mencuri. 
3) “Sesuatu barang” = segala sesuatu yang berwujud termasuk 
pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, 
kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk 
pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan 
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tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu 
mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu, mengambil 
beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) 
tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua 
helai rambut tidak ada harganya. 
4) Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”. 
“Sebagian kepunyaan orang lain” misalnya: A bersama B 
membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan A dan 
B disimpan dirumah A, kemudian “dicuri” oleh B, atau A dan 
B menerima barang warisan dari C, disimpan dirumah A, 
kemudian “dicuri” oleh B. suatu barang yang bukan 
kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, 
misalnya binatang liar yang hidup dialam, barang-barang 
yang sudah “dibuang” oleh yang punya dan sebagainya. 
5)  “Pengambilan” itu harus dengan sengaja dan dengan 
maksud untuk memilikinya. Orang “karena keliru” mengambil 
barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang “menemui” 
barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil 
itu sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk 
pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang 
akan diserahkan ke polisi, akan tetapi setelah dating di 
rumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan 
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ke polisi), ia salah “menggelapkan” (Pasal 372), karena 
waktu barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya. 
2) Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHPidana) 
Yang dimaksud pencurian dengan pemberatan adalah 
pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan 
pencurian di dalam bentuk pokok, yang kemudian ditambah 
dengan unsur-unsur lain sehingga hukumannya menjadi berat. 
Tindak pidana dengan pemberatan ini diancam lebih berat yaitu 
dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 
KUHPidana. Dinamakan juga pencurian dikualifikasi dengan 
ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan 
pencurian biasa, sesuai dengan pasal 363 KUHPidana maka 
bunyinya sebagai berikut :  
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:  
a) Ke-1. Pencurian Ternak;  
b) Ke-2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, 
gempa bumi, gunung meletus, hura-hura, pemberontakan dan 
bahaya perang. 
c) Ke-3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekaragan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh 
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orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki 
oleh orang berhak;  
d) Ke-4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 
dengan bersekutu.  
e) Ke-5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan 
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, 
dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau 
dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian 
jabatan palsu;  
(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan 
salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara 
paling lama Sembilan tahun. 
(3) Pencurian Ringan  
Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, 
hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima 
puluh ribu. Yang penting diperhatikan pada pencurian ini adalah 
walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu 
rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah 
atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini 
tidak bisa disebut dengan pencurian ringan. Pencurian ringan 
dijelaskan dalam pasal 364 KUHPidana yang bunyinya sebagai 
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berikut : ”Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 no.5 
asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam 
pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga 
barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu 
rupiah dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana 
penjara selama-lamanya 3 bulan atau sebanyak-banyaknya 
sembilan ratus rupiah”. 
Sesuai jenis perinciannya, maka pada pencurian ringan 
hukuman penjaranya juga ringan dibanding jenis pencurian lain. 
Seperti diketahui bahwa pencurian ringan diancam dengan 
hukuman penjara selamalamanya tiga bulan dan denda 
sebanyak sembilan ribu rupiah. 
3) Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHPidana) 
Sesuai dengan Pasal 365 KUHPidana maka bunyinya 
adalah sebagai berikut:  
1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan 
tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, 
dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan 
pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada 
kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta 
38 
 
melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya 
barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.  
2) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun 
dijatuhkan :  
Ke-1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam 
sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada 
rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau 
trem yang sedang berjalan.  
Ke-2 : Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua 
orang atau lebih.  
Ke-3 : Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan 
kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah 
palsu atau pakaian jabatan palsu.  
Ke-4 : Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.  
3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika 
perbuatan itu berakibat ada orang mati.  
4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara 
sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika 
perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan 
perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau 
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lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan 
dalam No.1 dan No.3.  
a) Yang dimaksud dengan kekerasan menurut pasal 89 
KUHPidana yang berbunyi ”Yang dimaksud dengan 
melakukan kekerasan”, yaitu membuat orang jadi 
pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan melakukan 
kekerasan menurut Soesila mempergunakan tenaga atau 
kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya 
memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, 
menyepak, menendang, dan sebagainya. Masuk pula 
dalam pengertian kekerasan adalah mengikat orang yang 
punya rumah, menutup orang dalam kamar dan 
sebagainya dan yang penting kekerasan itu dilakukan 
pada orang dan bukan pada barang.  
b) Ancaman hukumannya diperberat lagi yaitu selama-
lamanya dua belas tahun jika perbuatan itu dilakukan 
pada malam hari disebuah rumah tertutup, atau 
pekarangan yang didalamnya ada rumah, atau dilakukan 
pertama-tama dengan pelaku yang lain sesuai yang 
disebutkan dalam pasal 88 KUHPidana atau cara masuk 
ke tempat dengan menggunakan anak kunci palsu, 
membongkar dan memanjat dan lain-lain. Kecuali jika itu 
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perbuatan menjadikan adanya yang luka berat sesuai 
dengan pasal 90 KUHPidana yaitu : Luka berat berarti :  
- Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan 
sembuh lagi dengan sempurna atau yang 
mendatangkan bahaya maut.  
- Senantiasa tidak cukap mengerjakan pekerjaan 
jabatan atau pekerjaan pencahariaan.  
- Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.  
- Mendapat cacat besar.  
- Lumpuh (kelumpuhan).  
- Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari 
empat Minggu.  
- Gugurnya atau matinya kandungan seseorang 
perempuan.  
c) Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan 
matinya orang maka ancaman diperberat lagi selama-
lamanya lima belas tahun, hanya saja yang penting 
adalah kematian orang tersebut tidak dikehendaki oleh 
pencuri.  
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d) Hukuman mati bisa dijatuhkan jika pencurian itu 
mengakibatkan matinya orang luka berat dan perbuatan 
itu dilakuakan oleh dua orang atau lebih bersama-sama 
atau sesuai dengan pasal 88 KUHPidana yaitu : ”Mufakat 
jahat berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-
sama sepakat akan melakukan kejahatan itu.”  
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di 
seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk 
dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut 
pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-
norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya 
dirumuskan dalam undang-undang yang dipertanggungjawabkan aparat 
pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan 
pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan 
dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak baik 
pemerintah maupun warga masyarakat, karena setiap orang 
mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai. 
Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan 
penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan 
kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu 
kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk 
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kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan 
masyarakat. (Barda Nawawi Arief (2010: 77) 
Menurut A. S. Alam (2010: 79) Penanggulangan kejahatan terdiri 
atas tiga bagian pokok, yaitu :  
1. Pre-Emtif  
Upaya pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan 
oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. 
Usaha-usaha yang dilakukan dalam penganggulangan kejahatan 
secara pre-emtif adalah menanamkan nilai/norma-norma yang baik 
sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. 
Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak 
ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi 
kejahatan. Jadi dalam upaya pre-emtif faktor niat menjadi hilang 
meskipun ada kesempatan.  
2. Preventif  
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut 
dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan 
sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan 
adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.  
3. Represif  
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Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana 
yang tindakannya berupa penegak hukum dengan menjatuhkan 
hukuman.  
Menurut Hoefnagels (Barda Nawawi Arief, 2010: 41) upaya 
penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara :  
a) Criminal law application : (penerapan hukum pidana)  
Contohnya : penerapan Pasal 354 KUHP dengan 
hukuman maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun 
putusannya.  
b) Prevention without punishment : (pencegahan tanpa pidana)  
Contohnya : dengan menerapkan hukuman maksimal 
pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung 
memberikan prevensi (pencegahan) kepada publik walaupun ia 
tidak dikenai hukuman atau shock therapy kepada masyarakat.  
c) Influencing views of society on crime and punishment/mass 
media (mas media mempengaruhi pandangan masyarakat 
mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media).  
Contohnya : mensosialisasikan suatu undang-undang 
dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan 
ancaman hukumannya. 
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Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan 
secara garis besar dapat di bagi dua yaitu, lewat jalur “penal” 
(hukum pidana) dan lewat jalur “ non penal” (bukan/diluar 
hokum pidana). Secara kasar dapatlah di bedakan bahwa 
upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih 
menitikbratkan pada sifat “repressive” 
(penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan 
terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada 
sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) 
sebelum kejahatan terjadi. (Barda Nawawi Arief, 2010: 42)  
Peran pemerintah begitu luas dalam penanggulangan kejahatan, 
maka kunci dan strategis dalam penanggulangan kejahatan meliputi, 
ketimpangan social, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, 
pengangguran, dan kebodohan diantara golongan besar penduduk. 
Bahwa upaya penghapusan sebab dari kondisi menimbulkan kejahatan 
harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar.  
F. Bagasi Penumpang Pesawat 
1. Pengertian Bagasi 
Pengertian bagasi secara singkat adalah barang yang 
dibawa oleh penumpang dalam perjalanan/penerbangan. 
Sedangkan pengertian bagasi secara luas adalah barang bawaan, 
barang-barang pribadi milik penumpang, harta benda dll, baik 
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bagasi yang tercatat, yang tidak tercatat maupun bagasi kabin yang 
diperbolehkan oleh perusahaan penerbangan untuk diangkut di 
dalam pesawat yang digunakan untuk keperluan pribadi 
penumpang selama melakukan perjalanan. 
Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tertang 
Penerbangan Pasal 1 angka (1) dan (2) menjelaskan bahwa, 
Bagasi Tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh 
penumpang kepada pengangkut untukdiangkut dengan pesawat 
udara yang sama. Bagasi Kabin adalah barang yang dibawa oleh 
penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri.  
 
2. Klasifikasi Bagasi Penumpang Pesawat 
Bagasi di bagi menjadi 3 bagian, yaitu : 
1. Checked baggage 
Bagasi yang terdaftar dan dimuat di tempat khusus barang 
dalam pesawat. Sebelum barang dimasukkan ke dalam pesawat, 
barang tersebut harus di timbang terlebih dahulu. Apabila terjadi 
kelebihan berat yang telah di tentukan oleh perusahaan 
penerbangan maka akan di kenakan biaya bagasi lebih. 
2. Unchecked baggage 
Barang bawaan yang di bawa sendiri oleh penumpang ke dalam 
kabin pesawat. 
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Menurut IATA unchecked baggage di bagi lagi menjadi 2 macam, 
yaitu : 
-          Free carry item 
Barang bawaan yang di perbolehkan dibawa oleh penumpang ke 
dalam kabin pesawat tanpa harus di timbang terlebih dahulu. 
Misalnya, kamera, teropong dll. 
-          Cabin baggage 
Barang bawaan dengan jumlah yang terbatas yang diperbolehkan 
dibawa oleh penumpang ke dalam kabin penumpang. Misalnya, lap 
top atau note book dll. 
3. Unaccompanied baggage/luggage 
Barang bawaan penumpang yang di kirim atau diangkut sebagai 
kargo. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di Polda Sul-Sel, Polsek Bandara Sultan 
Hasanuddin, dan Lost and Found Maskapai Penerbangan. Selain itu 
Penulis juga melakukan penelitian dengan berkunjung ke beberapa 
rumah yang menjadi korban pencurian bagasi pesawat.  
Penulis berharap akan memperoleh data yang valid dan akurat, 
sehingga objektivitas penelitian ini bisa dijamin. Pertimbangan penulis 
untuk memilih lokasi-lokasi penelitian tersebut karena sesuai dengan 
tujuan penulisan skripsi, yaitu untuk meneliti faktor penyebab terjadinya 
pencurian  bagasi pesawat dan bagaimana upaya 
penanggulangannya.  
B. Jenis dan Sumber Data  
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar 
untuk menunjang hasil penelitian adalah :  
1. Data Primer  
Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak 
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yang berkompeten (polisi) dan melalui wawancara kepada 
masyarakat yang menjadi korban. 
2. Data Sekunder  
Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui 
penelusuran kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan 
yang berkaitan dengan penelitian ini seperti jurnal-jurnal ilmiah, 
KUHPidana, artikel, buku-buku,  instansi terkait, dan perundang-
undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.  
C. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai 
berikut: 
1. Penelitian kepustakaan (Library Research)  
Library Research atau penelitian pustaka sumber data yang 
diperoleh dengan menelaah berbagai buku, Koran, majalah, jurnal, 
karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.  
2. Penelitian lapangan (Field Research)  
Field Research atau penelitian lapangan adalah sumber data 
yang diperoleh dari hasil pengamatan secara sistematis terhadap 
fenomena-fenomena yang diselidiki.  
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D. Analisis Data  
Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder akan 
diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah 
diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas 
untuk menghasilkan sebuah kesimpulan objektif.  
Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data 
yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit 
terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan kuantitatif dan 
selanjutnya data tersebut disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, 
menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang 
erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Peranan Korban Terhadap Kejahatan Pencurian Bagasi 
Penumpang Pesawat 
Dalam era modernisasi sekarang ini mobilitas masyarakat 
akan semakin maju dan berkembang dimana kondisi tersebut mau 
tidak mau akan diikuti oleh jumlah kebutuhan masyarakat yang 
meningkat pula. Keadaan tersebut secara otomatis akan 
mempengaruhi kondisi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.  
Pola pikir dan pola hidup tersebut tidak jarang mengarah ke hal 
negatif  dan berpikir instan, sehingga menimbulkan berbagai 
kejahatan.  
Salah satu contoh kejahatan yang merupakan masalah sosial 
nyata untuk dihadapi, dan dapat berakibat langsung maupun tidak 
langsung dalam kehidupan masyarakat. yaitu seringkali terjadi kasus 
yang berhubungan dengan bagasi, diantaranya pencurian atau 
pembobolan isi bagasi, kerusakan, tertukar, terlambat, dan mungkin 
salah pesawat. Bagasi bermasalah sangat merugikan penumpang 
karena seringkali isinya terdapat barang berharga 
1. Kemungkinan penyebab bagasi hilang adalah : 
a. Bagasi masih tertinggal di kota keberangkatan, karena 
kelalaian petugas bagian pemuatan atau sebab lain. 
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b. Bagasi tertinggal dikota transit, karena mungkin tidak cukup 
waktunya, atau tulisan di tag tidak jelas, sehingga petugas 
keliru memasukkannya kepesawat lain. 
c. Label bagasi terlepas, sehingga tidak ketahuan harus dibawa 
kemana. 
d. Tertinggal dipesawat 
e. Salah ambil merek dan warna sama, lalu diambil oleh orang 
lain dengan tidak sengaja. 
f. Masih tertinggal di Converyor-belt. 
g. Sengaja diambil orang. 
2. Berbagai Alasan Miss Handling Baggage adalah : 
a. Short-shipped Bagasi yang tidak terbawa dari station baggage 
pemberangkatan pertama. 
b. Short-landed Bagasi yang tiba bukan ditempat tujuan yang 
baggage dimaksud. 
c. Over-carried Bagasi yang tidak bukan ditempat tujuan / 
terbawa baggage ke station lain. 
d. Damage Bagage bagasi yang ditemukan rusak pada saat 
datang baggage yang diakibatkan karena satu dalam lain hal. 
e. Pilfered Bagasi yang dibongkar secara paksa dan isinya 
baggage dinyatakan hilang oleh pemikiliknya. 
f. Lost Bagage Bagasi yang dinyatakan hilang oleh karena 
sebab-sebab tertentu. 
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3. Penanganan Bagasi Hilang adalah : 
a. Memeriksa bagasi yang dinyatakan hilang. 
b. Memeriksa ulang berat yang diterima maupun yang belum 
diterima oleh penumpang. 
c. Membuat laporan property irregularity report (PIR). 
d. Melaksanakan tracing selama 2-14 hari. Tracing yaitu 
pengacakan bagasi dengan menggunakan telex agar bagasi 
penumpang tersebut dapat ditemukan kembali secara cepat. 
e. Memberitahukan penumpang yaitu member informasi kepada 
penumpang tentang : 
1. Keberadaan bagasinya 
2. Bagasinya suadah atau belum ditemukan 
3. Bagasi akan ditransfer 
4. Setiap memberikan informasi, perlu dicatat tanggal/jam 
dan inisial staff 
5. Bagasi yang hanya ada halamannya atau telepon segera 
dikirim surat pemberitahuan 
6. Untuk klaim bagasi yang diakibatkan oleh kerusakan 
bagasi-bagasi terbuka dan didalamnya ada barang yang 
hilang maka penanganan bagsi tersebut adalah : 
a) Memeriksa label bagasi, bila perlu memakai limited 
release tag (kerusakan tanggung jawab penumpang). 
b) Membuat laporan property irregularity report (PIR). 
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c) Membuka laporan damage priferage report (DPR). 
d) Mengganti kerugian, kehilangan bagasi, apabila 
penumpang tersebut membawa bagasi yang berisi 
keperluan penumpang tersebut. 
Kasus pencurian atau pembobolan bagasi terjadi ketika para 
penumpang lengah saat menunggu keberangkatan penerbangan, 
dan juga di kabin pesawat atau di bagasi pesawat. Oknum yang tidak 
bertanggungjawab  memanfaatkan kesempatan tersebut dimana 
menguras isi bagasi atau bahkan mencurinya. Modus pencurian 
bagasi penumpang dilakukan bervariasi antara lain diduga adanya 
kerjasama oknum petugas di area X-ray dan Porter di ground 
handling bandara melalui pembongkaran barang secara paksa, 
keterlibatan petugas keamanan dan loading master (orang yang 
mengatur di bagasi agar sesuai dengan beban pesawat) dan lain 
sebagainya. 
Modus yang digunakan untuk melakukan pencurian bagasi 
beraneka ragam seperti menyilet bagian dalam koper kemudian 
merogoh isi barang dan selanjutnya diberi lem agar susah dibuka. 
Selain menyilet koper, pelaku pencurian di bandara juga 
menggunakan pulpen yang ditusukkan ke resleting lalu ditutup 
kembali dengan menarik pengancing retsleting. atau melakukan 
pembobolan secara paksa pada kunci bagasi. 
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Menurut hasil wawancara dengan petugas Lost And Found 
salah satu maskapai penerbangan di Indonesia Haeruddin, Pada 
tanggal 18 Februari 2015  menjelaskan bahwa kasus kehilangan 
barang oleh penumpang memang sering terjadi namun kebanyakan 
kasus yang terjadi ialah, bagasi penumpang tersebut   tercecer di 
bandara lain, atau ketinggalan di bandara asal namun kebanyakan 
kasus tersebut bagasinya kembali ke pemilik bagasi tersebut. Namun 
menurut pengakuan Haeruddin tidak jarang pula terjadi kehilangan 
barang bagasi penumpang yang di indikasikan di ambil oleh oknum- 
oknum pegawai maskapai yang berhubungan langsung maupun tidak 
langsung dengan bagasi penumpang, dengan cara pengrusakan 
koper ataupun pengambilan isi koper penumpang sebagian atau 
seluruhnya oleh oknum maskapai. Adapun jenis barang yang sering 
dilaporkan hilang kepada petugas lost and Found adalah, emas, 
Handphone, Laptop, uang tunai dan tidak jarang pula barang yang 
nilai nominalnya rendah, seperti  makanan, tempat-tempat 
kehilangan biasanya barang tersebut di taruh di tas yang di bawa ke 
kabin pesawat, di kursi penumpang dalam pesawat, dan di dalam 
koper ataupun barang di bagasikan.  Selain itu modus yang sering 
terjadi ialah para oknum mengambil barang isi koper yang tidak 
digembok atau dilapisi wraping, atau dengan cara merusak bagasi 
penumpang pesawat, biasanya pelaku melakukan aksinya pada saat 
pemasukan barang ke dalam badan pesawat di bandara atau 
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pesawat sedang delay ini juga dapat dijadikan celah untuk pelaku 
melakukan aksinya. 
- Peranan Korban Terhadap Kejahatan Pencurian Bagasi 
Penumpang Pesawat  
Faktor-faktor terjadinya suatu kejahatan tentunya tak luput 
dari peranan korban itu sendiri. Berbicara mengenai viktimologis, 
akan erat kaitannya dengan pembicaraan bagaimanakah peranan 
korban dalam terjadinya suatu tindak pidana. Wujud peranan 
korban itu dapat berupa tindakan yang disengaja maupun tidak 
disengaja mengundang para pelaku untuk melakukan suatu 
kejahatan. Tindakan mengundang ini dapat diartikan sebagai 
suatu sikap atau perilaku situasi dan kondisi pihak korbanlah yang 
mensinyalir timbulnya suatu kejahatan termasuk salah satunya 
pada kasus pencurian isi bagasi penumpang pesawat.  
Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis di Polsek 
Bandara ditemukan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya 
pencurian bagasi adalah karena kelalaian dari pihak korban itu 
sendiri. Menurut AIPTU Hariyanto selaku Kanit Reskrim Polsek 
Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang berdasarkan 
wawancara (12 Januari 2015), mengungkapkan bahwa Peranan 
Korban dalam terjadinya kejahatan pencurian bagasi terdiri dari 
beberapa faktor yaitu:  
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1. Faktor Kelalaian dari korban itu sendiri. Hal ini terjadi karena 
kurangnya kehati-hatian pihak korban terhadap keamanan 
barang bagasinya. Seperti emasukkan barang berharga ke 
dalam bagasi, dan tidak mengoptimalkan pengamanan sendiri 
daari barang seperti contoh, tidak menggembok, tidak 
membungkus plastic wrab koper bawaannya, sehinggah 
memudahkan pelaku untuk menjalankan aksinya ataupun 
memancing orang untuk melakukan kejahatan. Untuk 
menjawab lebih lanjut mengenai peranan korban dalam 
terjadinya pencurian bagasi, lebih lanjut penulis melakukan 
wawancara (20 Januari 2015) dengan salah satu korban 
pencurian bagasi Sdr. Ridwan A. Mantu, Ridwan mengaku 
pernah menjadi korban pencurian bagasi, dia malukan 
perjalanan dari bandara Ngurah Rai Denpasar menuju 
bandara Sultan Hasanuddin Makassar dengan menggunakan 
maskapai Lion Air. Dia mengaku telah kehilangan Uang 
Sejumlah 1,5 juta rupiah di dalam sebuah amplop, yang di 
simpan dalam bagasi. Ridwan baru menyadari telah 
kehilangan uang tersebut setelah tiba di rumah dan mendapati 
uang tersebut telah raib. Dia mengaku sempat melaporkan 
kejadian tersebut kepada pihak maskapai Lion Air, namun 
pihak maskapai tidak mau bertanggung jawab dikarenakan 
aturan yang melarang penumpang untuk membawa barang 
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berharga ke dalam bagasi. Karena tidak ingin memperpanjang 
masalahnya, ia hanya mengikhlaskan uangnya yang hilang. 
Ridwan juga mengaku bahwa dia kehilangan uang tersebut 
dikarenakan kelalaiannya sendiri, dia tidak mengoptimalkan 
pengaman sendiri terhadap barang bagasinya yaitu  tidak 
menggembok dan mengwrapping tas bagasinya, sehingga 
memudah kan pelaku untuk mengambil uang tersebut. 
2. Faktor kurangnya kesadaran hukum. Dimana pihak korban 
tidak Melaporkan Kejadian yang mereka alami kepada pihak 
Kepolisian. Sesuai dengan hasil penelitian yang penulis 
lakukan di polsek bandara bahwa data korban yang 
melaporkan kejadian kehilangan barang dalam bagasi selama 
tiga tahun terakhir hanya sejumlah 1 orang. Hal ini terjadi 
karena para korban beranggapan bahwa melapor ke polisi 
hanya akan membuang-buang waktu, dan mereka juga 
beranggapan bahwa pada akhirnya, barang mereka tidak akan 
kembali. Akibat dari hal tersebut, maka kejahatan pencurian 
bagasi dapat dikategorikan kejahatan terselubung (hidden 
crime).  
Seperti diketahui, ada beberapa bentuk kejahatan 
terselubung. Pertama, kejahatan itu pada umumnya tidak 
dilaporkan kepada pihak berwenang. Apakah karena 
kurangnya kepercayaan kepada pihak yang berwenang atau 
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jika dilaporkan justru tidak menyelesaikan masalah, dan 
urusan menjadi berbelit-belit.  
Hal tersebut di perkuat dengan hasil wawancara penulis 
dengan salah satu korban yang bernama Muh. Azizul, korban 
mengaku telah kehilangan barang dalam bagasinya, yaitu 
mengalami kehilangan flashdisk toshiba 8 gb & headset 
dengan penerbangan menggunakan maskapai Lion Air dari 
Bandara Jalaluddin gorontalo menuju bandara Sultan 
Hasanuddin Makassar. Korban Mengaku  menaruh Barang 
tersebut di bagian luar koper bagasinya. Dan baru menyadari 
kehialngan setelah sampai di rumah. Akibatnya Zul Enggan 
Mempermasalahkan hal tersebut kepada pihak kepolisian 
karena menganngap hanya membuang-buang waktu, tenaga, 
dan merasa lebih rugi.  
Kedua, berkaitan dengan sistem, struktur, dan birokrasi, 
sehingga korban kejahatan merasa tidak ada untungnya jika 
mempersoalkan kejahatan yang menimpa dirinya, bahkan 
merugi. Artinya, persoalan yang akan diurus dan dihadapi 
kadang-kadang tidak sebanding dengan kerugian yang 
diderita seseorang.  
Peranan korban kejahatan seperti ini justru menyebabkan 
pelaku seakan dapat leluasa melakukan tindak pidana 
pencurian Bagasi secara berulang-ulang, dikarenakan 
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kurangnya laporan yang diterima oleh pihak yang berwenang 
sehingga secara langsung juga berpengaruh terhadap jumlah 
pihak atau pelaku yang dapat ditangkap oleh pihak kepolisian.  
3. Mengabaikan aturan Menteri. Dalam Peraturan Menteri No 77 
tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengankut Angkutan 
Udara Pasal 6 angka (1) yaitu “Pengangkut dibebaskan dari 
tuntutan ganti kerugian terhadap hilangnya barang berharga 
atau barang yang berharga milik penumpang yang disimpan di 
dalam bagasi tercatat, kecuali pada saat pelaporan 
keberangkatan (check-in), penumpang telah menyatakan dan 
menunjukkan bahwa di dalam bagasi tercatat terdapat barang 
berharga atau barang yang berharga, dan pengangkut setuju 
untuk mengangkutnya. Namun Dalam kenyataannya 
penumpang seringkali tidak mengindahkan aturan tersebut, 
dengan alasan mereka kurang mengetahui dengan jelas 
mengenai aturan tersebut, biasanya penumpang baru 
mengetahui pelarangan memasukkan barang berharga ke 
dalam bagasi pada saat chek in di counter, dengan alasan 
sudah terlanjur di masukkan ke dalam bagasi dan sudah tidak 
sempat untuk mengeluarkan barang tersebut, mereka hanya 
mengabaikan larangan tersebut. Dan juga banyak penumpang 
pesawat terbang yang tidak melaporkan ke pihak maskapai 
bahwa di dalam kopernya terdapat barang berharga miliknya, 
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Sehingga apabila terjadi kehilangan barang berharga di bagasi 
milik penumpang, maskapai tidak bertanggung jawab. 
Sehingga memberi kesempatan Kepada oknum-oknum 
maskapai dalam Menjalankan Kejahatan Tersebut, padahal 
tujuan dari pasal 6 angka (1) tersebut ditujukan untuk 
melindungi penumpang dalam hal pemberian ganti rugi 
apabila barang berharga miliknya hilang.  
 
B. Upaya Penanggulangan Aparat Penegak Hukum Untuk 
Mencegah Terjadinya Kejahatan Pencurian Bagasi Penumpang 
Pesawat 
Penanggulangan kejahatan merupakan upaya yang dilakukan 
oleh pihak-pihak yang berwajib untuk melakukan sebuah tindakan 
agar kejahatan tidak terjadi lagi. Dan diharapkan masyarakat tetap 
merasa aman dan nyaman dalam menjalani kesehariannya tanpa 
ada sebuah ancaman kejahatan terhadapnya. Dalam hal ini akan 
dijelaskan upaya penanggulangan kejahatan pencurian bagasi, yang 
terbagi atas dua upaya yaitu upaya Preventif dan upaya Represif.  
1. Upaya Preventif  
Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum 
terjadinya tindak pidana atau lebih tepatnya sebagai upaya 
pencegahan dari suatu tindak pidana. Upaya ini merupakan 
tindakan yang dilakukan secara sistematik, berencana, terpadu, 
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dan terarah kepada tujuan untuk menciptakan suasana yang 
kondusif guna menekan terjadinya tindak pidana pencurian 
Bagasi/pembobolan isi bagasi. Adapun upaya pencegahan 
tersebut sesuai hasil wawancara yang dilakukan bersama AIPTU 
Hariyanto selaku Kanit Reskrim tanggal 12 Januari 2015, Yaitu :  
a. Melalui sosialisasi ataupun pemberitaan melalui berbagai 
media baik itu visual ataupun cetak dalam bentuk iklan 
layanan sosial ataupun himbauan yang terpasang diberbagai 
area bandara mengenai pelarangan membawa barang 
berharga ke dalam bagasi dan melakukan pengamanan 
sendiri terhadap barang bagasi dengan mengwrap bagasi.  
b. Bagaimana meningkatkan kesadaran dan patisipasi 
masyarakat bahwa keamanan dan Bagasi merupakan 
tanggung jawab bersama. 
c. Upaya preventif berikutnya adalah melalui koordinasi dengan 
lembaga pemerintah dan nonpemerintah serta pihak lain. 
Seperti Seperti Koordinasi pihak Kepolisian dengan PT 
Angkasa Pura dan Maskapai Penerbangan dalam rangka 
penegakan undang-undang dan pemberian pengamanan yang 
maksimal terhadap barang bagasi milik penumpang. 
Upaya secara preventif tidak hanya dapat dilakukan oleh 
pihak kepolisian tetapi juga dengan pihak maskapai, upaya 
pencegahan yang dilakukan oleh maskapai, sangat penting, 
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dikarenakan pihak maskapailah yang bertanggungjawab langsung 
terhadap bagasi penumpang. Upaya secara preventif yang 
dilakukan oleh maskapai yaitu :  
a. Maskapai memberikan pengamanan yang lebih ketat terhadap 
pegawai-pegawai yang berurusan dengan bagasi penumpang 
dengan cara melakukan penggeledahan setiap keluar masuk 
area Loading dan Unloading bagasi. 
b. Mengevaluasi perusahaan-perusahaan ground handling. 
Termasuk rekrutmen karyawannya. 
c. Memasang CCTV di tempat-tempat menaruh barang dan 
mengambil barang.  
d. Menyiapkan petugas sekuriti bandara 
2. Upaya Represif  
 
Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan oleh Pihak Polsekta 
Tamalanrea untuk melakukan sebuah tindakan setelah terjadinya tindak 
pidana pencurian, diadakannya tindakan terhadap kejahatan pencurian 
yaitu dalam upaya agar pencurian tersebut tidak meluas dan menjadi 
parah. Artinya upaya Preventif ini adalah mengutamakan upaya 
penindakan dan bukan pencegahan. Adapun upaya Penindakan 
tersebut sesuai hasil wawancara yang dilakukan bersama AIPTU 
Hariyanto pada tanggal 12 Januari 2015, Yaitu :  
a. Membantu dan memberikan arahan kepada korban untuk 
melaporkan kehilangan yang dialami terlebih dahulu kepada pihak 
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Lost and Found Maskapai guna mencari terlebih dahulu barang 
yang hilang dan meminta pertanggungjawaban dari pihak maskapai 
atas kehilangan yang dialami.  
b. Menerima dan menindak lanjuti setiap laporan yang diberikan oleh 
korban. 
c. Pihak dari kepolisian bandara bersama pihak pengamanan 
maskapai melakukan penyidikan dan penggeledahan terhadap 
pegawai dari maskapai yang disinyalir telah malakukan pencurian 
barang bagasi penumpang. 
d. Memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak 
pidana, guna memberikan efek jera, sesuai dengan rasa keadilan 
didalam masyarakat dan kepastian hukum, sesuai dengan aturan 
hukum yang berlaku.  
Setiap perbuatan yang telah diatur sebelumnya dan secara 
tegas mengatur sanksinya hendaknya menjadikan setiap orang untuk 
berfikir lebih lanjut sebelum melakukan kejahatan, khususnya dalam 
pencurian bagasi penumpang pesawat.  Pengimplementasian aturan 
serta sanksi hukum oleh aparat hukum diharapkan selalu berdasarkan 
rasa keadilan sehingga menciptakan kepercayaan dan citra yang baik 
kepada aparat penegak hukum untuk betugas secara optimal dan 
sebaik-baiknya. 
Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan 
dengan Perlindungan hukum terhadap barang dan harta benda 
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seharusnya menjadi perhatian khusus dari para aparat penegak hukum, 
tidak hanya bagaimana mengatasi dan menanggulangi maraknya 
kejahatan pencurian. Tetapi hal yang sama pentingnya adalah 
bagaimana upaya-upaya aparat penegak hukum melindungi 
kepentingan korban dan mensosialisasikan apa yang harus dilakukan 
masyarakat agar dapat menghindari terjadinya tindak pidana pencurian, 
serta bagaimana peranan korban dalam mempermudah terjadinya 
tindak pidana tersebut. Setiap perbuatan yang telah diatur sebelumnya 
dan secara tegas mengatur sanksinya hendaknya menjadikan setiap 
orang untuk berpikir lebih lanjut sebelum melakukan kejahatan 
khususnya pencurian bagasi. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh maka 
penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:  
1. Peranan korban dalam terjadinya kejahatan pencurian bagasi 
penumpang pesawat adalah sikap kelalaian korban dengan tidak 
mengoptimalkan pengamanan sendiri barang bagasinya dengan 
menggembok ataupun mengwrap barang bagasi, mengabaikan 
aturan menteri tentang pelarangan penumpang menyimpan barang 
berharga kedalam bagasi pesawat, dan ketidakaktifan para korban 
untuk melaporkan kejadian pencurian yang mereka alami kepada 
pihak keplisian. Sehingga dapat memberikan kesempatan kepada 
pelaku untuk melakukan niatnya untuk melakukan kejahatan. 
2. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi 
tindak pidana pencurian bagasi penumpang pesawat terdiri dari 
dua bentuk yakni upaya preventif dan upaya reprensif. Dalam 
bentuk upaya preventif antara lain dengan melakukan himbauan 
kepada para penumpang agar tidak menyimpan barang berharga 
miliknya ke dalam bagasi, bekerjasama dengan pihak Angkasa 
Pura maupun pihak Maskapai dengan memberikan pengaman yang 
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maksimal terhadap barang bagasi penumpang . Sedangkan dalam 
bentuk upaya reprensif, pihak kepolisian menindak lanjuti setiap 
laporan yang masuk dan menindak tegas terhadap pelaku-pelaku 
yang tertangkap sesuai dengan peraturan yang ada. 
B. Saran 
1. Penumpang dihimbau untuk melapisi tas/koper/barang bawaan 
dengan pembungkus tambahan serta tidak memasukkan barang 
berharga kedalam bagasi, menggunakan koper yang kuat dan 
baik penguncinya ataupun dengan memasukkan identitas 
kedalam koper dan dilabel untuk digantung pada pegangan 
koper. 
2. Penumpang yang mendapati bagasinya rusak saat masih di 
bandara, dihimbau untuk mengecek langsung apakah ada 
barang-barang yang hilang. Apabila ada barang-barang yang 
hilang, segera menghubungi petugas bandara ataupun 
maskapai yang bersangkuan. 
3. Apabila terdapat kehilangan barang dalam bagasi, diharapkan 
untuk melaporkan kepada pihak kepolisian agar pelaku dapat 
sesegera mungkin tertangkap.  
4. Kepada pihak pengelola bandara dan maskapai penerbangan 
diharapkan untuk melakukan rekrutmen pegawai secara selektif, 
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agar pelayanan lebih baik, dan keamanan terjamin. Sehingga 
para penumpang merasa nyaman dan aman, baik di bandara 
maupun di dalam pesawat. 
5. Diharapkan dari pihak keamanan bandara dan kepolisian 
melakukan penggeledahan mendadak kepada pegawai-
pegawai maskapai guna dapat menangkap basa para pelaku. 
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